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ABSTRAK 

Konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk 

mendapatkan perlakuan yang sama dimuka hukum. Bantuan 

hukum adalah hak setiap warga negara untuk memperoleh akses 

keadilan dan mendapatkan perlindungan hukum yang sama. 

Sedangkan dalam tataran implementasinya penyelenggaraan 

bantuan hukum di kota tasikmalaya masih diabaikan, sehingga 

banyak masyarakat miskin yang kesulitan untuk memperoleh 

bantuan hukum karena keterbatasan akses dan biaya yang tinggi. 

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi 

bantuan hukum bagi masyarakat miskin, kendala yang dihadapi, 

serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan akses 

keadilan bagi masyarakat miskin. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, 

dengan menggunakan pendekatan keadilan dalam penyelenggaraan 

bantuan hukum, yang didukung dengan asas kepastian hukum dan 

maqa>shid syari’ah. Adapun teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini yaitu studi lapangan dan kepustakaan, untuk data 

lapangan penulis melakukan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaran 

bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Tasikmalya masih 

belum terpenuhi dan tidak seimbang. Penyelenggaraan bantuan 

hukum di Kota Tasimalaya masih mengalami biaya yang tinggi, 

dan kualitas pelayanan yang rendah. Selain itu, lembaga-lembaga 

bantuan hukum juga mengalami kendala, seperti keterbatasan 

sumber daya dan dukungan dari pemerintah. Untuk meningkatkan 

akses keadilan bagi masyarakat miskin, diperlukan strategi 

kolaboratif antara lembaga bantuan hukum dan pemerintah daerah 

untuk mendukung peningkatan akses informasi, penyediaan 

layanan bantuan hukum yang terjangkau, peningkatan kualitas 

pelayanan bantuan hukum terhadap masyarkat supaya memberikan 

respon yang positif dan mewujudkan aspek kemanfaatan, keadilan 

dan kepastian hukum bagi masyarakat Kota Tasikmalya.. 

 

Kata Kunci: Keadilan,  Maqashid Syari’ah,  Masyarakat 

Miskin,  Bantuan  Hukum 
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ABSTRACT 

The Constitution guarantees the right of every citizen to 

equal treatment before the law. Legal aid is the right of every 

citizen to gain access to justice and receive equal protection of the 

law. Meanwhile, at the level of implementation, the 

implementation of legal aid in the city of Tasikmalaya is still 

neglected, so that many poor people have difficulty obtaining legal 

aid due to limited access and high costs. Therefore, this study aims 

to analyze the condition of legal aid for the poor, the obstacles 

faced, and the efforts that can be made to improve access to justice 

for the poor. 

This type of research is empirical legal research, using a 

justice approach in the implementation of legal aid, which is 

supported by the principle of legal certainty and maqashid shari'ah. 

The data collection techniques in this research are field and 

literature studies, for field data the author conducts observations, 

interviews, and documentation. While the data analysis method 

used in this research is descriptive-qualitative method. 

The results showed that the implementation of legal aid for 

the poor in Tasikmalya City was still unfulfilled and unbalanced. 

The implementation of legal aid in Tasimalaya City still 

experiences high costs, and low service quality. In addition, legal 

aid institutions also experience obstacles, such as limited resources 

and support from the government. To improve access to justice for 

the poor, a collaborative strategy is needed between legal aid 

institutions and local governments to support increased access to 

information, provision of affordable legal aid services, improve the 

quality of legal aid services to the community in order to provide a 

positive response and realize aspects of expediency, justice and 

legal certainty for the people of Tasikmalya City. 

 

Keywords: Justice, Maqashid Shari'ah, Poor People. Legal Aid.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai 

dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan 

Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 

September 1987. 

I. Konsonan Tunggal 
 

Huruf Arab Nama Huruf latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba’ B Be ب 

 Ta’ T Te ت 

 ’Ṡa ث 
Ṡ 

es (dengan titik di atas) 

 Jim J Je ج

 Ḥa’ Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha’ Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż ze (dengan titik di atas) ذ

 Ra’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س 

 Syin Sy es dan ye ش 

 Ṣad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa’ Ṭ te (dengan titik di bawah) ط 



x  

 Ẓa’ Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ 

 

 Ain ‘ Koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa’ F Ef ف 

 Qaf Q Qi ق 

 Kaf K Ka ك

 Lam L ‘el ل 

 Mim M ‘em م

 Nun N ‘en ن

 Waw W W و

 Ha’ H Ha ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya’ Y Ye ي

 

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
 

 ditulis Sunnah سنة 

 ditulis ‘Illah علة

 

III. Ta’ marbūṭah di akhir kata 

a. Bila dimatikan ditulis dengan h 
 

 ditulis al-Mā’idah المائدة 

 ditulis Islāmiyyah إسلامية 

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali 

bila dikehendaki lafal aslinya). 

 

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan h. 
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 Ditulis Muqāranah al-Mażāhib المذاهب  مقارنة 

 

IV. Vokal pendek 

 

1. ---  َ - ́ ´---- fatḥah ditulis a 

2. ---  َ - ́ ¸ ---- kasrah ditulis i 

3. ----  َ ́ ---- ḍammah ditulis u 

V. Vokal panjang 
 

1. Fatḥah + alif ditulis ā 

 ditulis Istiḥsān إستحسان 

2. Fatḥah + ya’ mati ditulis ā 

 ditulis Unṡā أنثى 

3. Kasrah + yā’ mati ditulis ī 

 ditulis al-‘Ālwānī العلواني

4. Ḍammah + wāwu mati ditulis ū 

 ditulis ‘Ulūm علوم 

 

VI. Vokal rangkap 
 

1. Fatḥah + ya’ mati 

 غيرهم

ditulis 

ditulis 

ai 

Gairihim 

2. Fatḥah + wawu mati 

 قول

ditulis 

ditulis 

au 

Qaul 

 

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata 

dipisahkan dengan apostrof 
 

 ditulis a’antum أأنتم 

 ditulis u’iddat أعدت 

 ditulis la’in syakartum شكرتم   لإن
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VIII. Kata Sandang Alif +Lam 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 
 

 ditulis Al-Qur’an القرآن 

 ditulis al-Qiyas القياس 

 

b. Bila  diikuti  huruf  Syamsiyyah  ditulis  dengan  menggunakan  

huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya. 

 

 ditulis ar-Risālah الرسالة

 ’ditulis an-Nisā النساء 

 

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian 

kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau 

pengucapannya. 
 

 ditulis Ahl ar-Ra’yi الرأي  أهل

 Ditulis Ahl as-Sunnah السنة   أهل

 Ditulis Żawī al-Furūḍ الفروض  ذوي 
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 الرحيم   الرحمن  الل  بسم
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Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan kalijaga Yogyakarta. Skripsi 

ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan 

masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis. Oleh karena 

itu, peneliti ucapkan banyak berterima kasih yang setinggi-tingginya 

kepada pihak dengan Ikhlas membantu penyusun, terutama kepada: 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Supremasi hukum sudah merupakan kewajiban yang harus 

ditegakkan bagi seluruh Warga Negara Indonesia khususnya bagi 

para penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat dan 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), terkait dengan itu Bantuan 

Hukum merupakan suatu media yang digunakan setiap orang dalam 

menuntut haknya atas perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah 

hukum yang berlaku. Bantuan hukum bersifat membela masyarakat 

yang mencari keadilan dengan tidak melihat latar belakang, baik dari 

sisi entitas, asal usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan 

politik, kaya miskin, agama, dan kelompok orang yang dibelanya.1  

Suatu penelitian yang mendalam tentang sejarah 

pertumbuhan program bantuan hukum telah dilakukan oleh Dr. 

Mauro Cappelleti, dari penelitian tersebut menyatakan program 

bantuan hukum kepada si miskin telah dimulai sejak zaman 

Romawi. Dari penelitian Cappelleti tersebut, dinyatakan bahwa 

setiap zaman arti dan tujuan pemberian bantuan hukum kepada si 

miskin erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan 

politik dan falsafah hukum yang berlaku. Untuk mengetahui secara 

jelas apa sebenarnya yang menjadi tujuan dari pada suatu program 

 
1 Frans Hendra Winata, Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk 

Memperoleh Bantuan Hukum, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm.2. 
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bantuan hukum perlu diketahui bagaimana cita-cita moral yang 

menguasai suatu masyarakat, bagaimana kemauan politik yang 

dianut, serta falsafah hukum yang melandasinya.2  

Prinsip-prinsip bagi penegakkan demokrasi, hak asasi 

manusia dan keadilan membawa LBH ke tengah lapangan 

perlawanan atas ketidakadilan struktural yang dibangun dalam 

bingkai Orde Baru. LBH memilih untuk berada di sisi pergerakan 

kaum buruh, petani, mahasiswa, kaum miskin kota, dan semua 

kekuatan yang memperjuangkan demokrasi. LBH kemudian 

mengembangkan konsep Bantuan Hukum Struktural (BHS), 

konsep yang didasarkan pada upaya- upaya untuk mendorong 

terwujudnya negara hukum yang menjamin keadilan sosial dengan 

melibatkan klien untuk ikut menyelesaikan masalahnya sendiri, 

mengorganisir diri mereka sendiri dan pada akhirnya bisa 

mandiri dan tidak tergantung lagi kepada pengacaranya. Selain 

itu, YLBHI ingin menjadikan hukum dan advokasi hukum sebagai 

alat untuk melawan kemiskinan struktural dan mengubah politik 

kenegaraan yang menciptakan kemiskinan struktural itu.3 

Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum telah diatur 

dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum 

merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai 

 
2 Diakses dari https://suduthukum.com/2016/01/fungsi-dan-tujuan-dari- 

pemberian.html#google_vignette, Pada tanggal 29 Mar 2022, pukul 14:30 
3 “Bantuan Hukum Struktural dan Karakter Rejim Kenegaraan – YLBHI” (dalam bahasa 

Inggris). Diakses tanggal 30 Mar. 22 pukul 13:30. 

https://suduthukum.com/2016/01/fungsi-dan-tujuan-dari-pemberian.html#google_vignette
https://suduthukum.com/2016/01/fungsi-dan-tujuan-dari-pemberian.html#google_vignette
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implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta 

menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap 

keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum 

(equality before the law). Hal ini diatur secara konstitusional 

dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan, “Setiap warga negara 

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu 

dengan tidak ada kecualinya”, dan ditegaskan kembali dalam Pasal 

28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 yang menyebutkan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, 

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama di hadapan hukum.”. 

Program bantuan hukum yang dimaksud disini khusus bagi 

masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa 

populernya adalah “ si miskin”. Bagi masyarakat kecil yang tidak 

mampu dan buta hukum, adalah lapisan masyarakat yang buta 

huruf atau berpendidikan rendah yang tidak mengetahui dan 

menyadari hak-haknya sebagai subyek hukum atau karena 

kedudukan sosial dan ekonomi serta akibat tekanan-tekanan dari 

yang lebih kuat tidak mempunyai keberanian untuk membela dan 

memperjuangkan haknya.4 Adanya ketidakmampuan masyarakat 

secara finansial untuk menuntut haknya sesuai dengan prosedur 

 
4 Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia, (Jakarta: LP3ES:1988), 1 
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hukum, menuntut untuk diadakannya suatu kebijaksanaan sehingga 

dapat mengajukan perkara secara Cuma-Cuma/ tidak perlu 

membayar panjer perkara (prodeo). Selaras dengan pemahaman 

tersebut, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

memberikan jaminan secara konstitusional terhadap golongan 

lemah dan miskin yang sekiranya paling rentan terhadap 

diskriminasi dan ketidakadilan, yakni dalam UUD NRI 1945 Pasal 

34 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar 

dipelihara oleh negara. 

Dengan adanya pengaturan ini dalam konstitusi Negara 

Republik Indonesia, maka perlindungan terhadap fakir miskin dan 

anak terlantar menjadi tanggung jawab negara. 

Sebagai bagian dari negara hukum yang mempunyai daearah 

otonominya sendiri (hak untuk mengurus rumah tangganya 

sendiri), Pemerintah Kota Tasikmalaya juga memiliki kewenangan 

untuk menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. 

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan 

Ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 

2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan 

Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Oleh karena itu, Pemerintah 

Kota Tasikmalaya menerbitkan peraturan daerah tentang Bantuan 
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Hukum Bagi Masyarakat Miskin.5  

Penulis tertarik untuk menganalisis implementasi dari perda 

tersebut melalui perspektif maqashid syari’ah, dengan banyaknya 

kasus yang terjadi di masyarakat bagaimana pemerintah 

menerapkan perda terkait bantuan hukum, karena pada prinsipnya 

kewenangan untuk menyelenggarakan bantuan hukum dan 

memberikan fasilitas oleh negara kepada masyarakat merupakan 

salah satu bentuk perwujudan konkret pelaksanaan penjaminan hak 

konstitusional masyarakat yang telah diamanatkan oleh undang-

undang. Namun pada kenyataannya peraturan daerah ini belum 

terlaksana dengan baik, karena masih banyak kasus perkara 

dimasyarakat seperti halnya tidak mampu untuk membayar biaya 

administrasi peradilan dan jasa penasihat hukum dalam 

mendampingi perkaranya. Meskipun ia mempunyai fakta dan bukti 

yang dapat dipergunakan untuk meringankan atau menunjukkan 

kebenarannya dalam perkara itu, sehingga perkara mereka pun 

tidak sampai ke pengadilan. 

Kebijakan mengenai penyelenggaraan bantuan hukum di 

kota Tasikmalaya masih belum dirasakan oleh masyarakat secara 

luas, terutama dalam masalah pendampingan hukum bagi 

masyarakat kurang mampu, permasalahannya adalah apa problem 

 
5 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018, hlm.15. 
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yang menyebabkan belum optimalnya bantuan hukum bagi 

masyarakat miskin?, apakah karena kurangnya sosialisasi dari 

pemerintah tentang bantuan hukum? atau karena masyarakat yang 

masih primitif atau tidak mencari tahu prosedur yang harus 

ditempuh dalam menyelesaikan perkaranya?. Oleh karena itu, 

maksud dari penulis melakukan penelitian ini sebagai salahsatu 

bentuk kritik dan saran kepada pemerintah kota Tasikmalaya dalam 

melaksanakan kebijakannya untuk menjemput bola (button up) 

kepada masyarakat yang kesulitan mendapatkan bantuan hukum. 

Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang 

disebutnya dengan istilah rechtsstaat itu mencakup empat elemen 

penting, yaitu: perlindungan hak asasi manusia, pembagian 

kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang- undang dan 

Peradilan Tata Usaha Negara.6 Dalam ketiadaan akses keadilan, 

masyarakat tidak bisa menyuarakan pendapat, mendapatkan hak-

haknya, menentang diskriminasi atau menjaga akuntabilitas 

kebijakan. Akses keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dari 

Rule of Law. Menurut A.C Dicey menguraikan adanya tiga ciri 

penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah 

rule of law yaitu supremacy of law, equality before the law dan due 

process of law.7 

 
6 Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, (Ketua Mahkamah 

Konstitusi: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Majalah Hukum Nasional), hlm. 2. 
7 Ibid.hlm.3. 
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Karena itu penulis mendorong hak atas kesetaraan akses 

terhadap keadilan bagi semua, termasuk kelompok rentan, dan 

mengafirmasi ulang komitmen pemerintah dalam kebijakannya 

untuk melakukan langkah – langkah yang dibutuhkan untuk 

menyediakan layanan yang adil, transparan, efektif, tidak 

diskriminatif serta akuntabel yang mendorong akses keadilan bagi 

semuanya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan dalam 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi bantuan hukum bagi 

masyarakat miskin di kota Tasikmalaya pasca terbitnya 

perda nomor 1 tahun 2018 Tentang penyelenggaran 

Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dalam 

perspektif Maqashid Syari’ah? 

2. Bagaimana tinjauan hukum menurut Gustav Radbruch 

terhadap pelaksanaan Perda Kota Tasikmalaya Nomor 1 

Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum 

bagi Masyarakat Miskin? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan penelitian 

 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka dalam tujuan 

penelitian ini secara eksplisit menjelaskan sebagai berikut: 
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a. Untuk mengetahui, mengkritisi, dan 

menjelaskan implementasi bantuan hukum bagi 

masyarakat miskin di kota Tasikmalaya pasca 

terbitnya perda nomor 1 tahun 2018 Tentang 

penyelenggaran Bantuan Hukum bagi 

Masyarakat Miskin dalam perspektif Maqashid 

Syari’ah. 

b. Untuk mengetahui, mengkritisi, dan tinjauan 

hukum menurut Gustav Radbruch terhadap 

pelaksanaan Perda Kota Tasikmalaya Nomor 1 

Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Bantuan 

Hukum bagi Masyarakat Miskin. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan ilmu 

pengetahuan bagi mahasiswa atau sebagai referensi secara 

umum, khususnya tentang peraturan daerah, kebijakan 

publik dan penyelenggaraan bantuan hukum. 

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai referensi hukum islam secara umum, khususnya 

dalam konsep maqashid syari’ah. 

3. Kegunaan Praktis 

 

a. Bagi masyarakat, semoga penelitian ini dapat memberikan 

ilmu pengetahuan yang bermanfaat guna mengetahui proses 
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pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibuat 

oleh pemerintah. 

b. Bagi pemerintah, semoga dapat memberikan masukan bagi 

pemerintah daerah atau kepala daerah agar dapat membuat 

kebijakan yang benar- benar dikonsep secara matang sesuai 

dengan landasan yang ada di peraturan perundang-

undangan dan prinsip maqashid syari’ah. 

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian 

yang membahas subyek yang sama, seperti skripsi, tesis, atau 

disertasi, atau karya akademik lain yang merupakan hasil 

penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui perbedaan dari 

penelitian yang akan dilakukan, dengan penelitian- penelitian yang 

sudah ada sebelumnya.8 Hasil yang ditemukan oleh penulis adalah 

sebagai berikut: 

Pertama, penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan 

Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2013 Tentang 

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Perspektif Fiqh 

Siyasah”9 yang disusun oleh M Rafirsa Agung Pratama. Penelitian 

ini dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan bantuan 

 
8 Pedoman Penulisan Skripsi (Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2017), hlm.3-4 
9 M.Rafirsa Agung Pratama, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara 

Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin Perspektif Fiqh Siyasah”, 

Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2020 
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hukum bagi masyarakat miskin. Dari hasil analisis tersebut penulis 

menyimpulkan bahwa kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum 

bagi masyarakat miskin belum sesuai dengan konsep negara hukum 

yang telah diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum juga telah 

mengatur secara tegas mengenai pemberian bantuan hukum yang 

dapat dilakukan dengan bantuan hukum oleh pemberi bantuan 

hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan undang-undang 

bantuan hukum. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh M 

Rafirsa Agung Pratama dengan penulis pertama lokasi 

penelitian. Kedua, terletak pada permasalahan yang dikaji, yang 

mana mengenai kebijakan tentang bantuan hukum bagi masyarakat 

miskin dengan perspektif yang lebih umum yaitu fikih siyasah 

merupakan aspek hukum islam yang membicarakan aturan dan 

urusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai 

kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Sedangkan penulis dalam 

penelitian ini menggunakan perspektif maqashid syari’ah yang 

bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan yaitu memelihara agama 

(hifz al-din), memelihara jiwa (hifz al-nafs), memelihara akal (hifz 

al-aql), memelihara keturunan (hifz al-nasl) serta memelihara harta 

(hifz al-mal). 

Kedua, penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan 

Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin di Kota 
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Palembang”10 oleh Yeni Cahyati. Penelitian ini bertujuan untuk 

meninjau kembali implementasi kebijakan bantuan hukum gratis 

bagi masyarakat miskin dengan menggunakan Teori Implementasi 

kebijakan Charles O Jones. Ada 3 aktivitas utama dalam 

implementasi kebijakan yaitu, organisasi, interpretasi, dan aplikasi 

(penerapan). Hasil temuan di lapangan dilihat dari perspektif teori 

antara lain: (1) Organisasi, pada aspek ini terdapat indikator sumber 

daya finansial, dimana sumber daya finansial masih belum cukup 

untuk LBH dalam memberikan pendampingan hukum kepada 

penerima bantuan hukum. Dana yang diberikan tidak mencukupi 

untuk Lembaga Bantuan Hukum atau pemberi bantuan hukum. (2) 

Interpretasi, pemberian bantuan hukum melalui pendampingan 

kepada penerima bantuan hukum oleh LBH belum sesuai dengan 

prosedur dan standar bantuan hukum yang ada. Masih Belum 

adanya SOP yang jelas mengenai kategori miskin untuk penerima 

bantuan hukum dalam perkara perdata. (3) Penerapan atau aplikasi, 

sosialisasi kebijakan bantuan hukum tidak mencakup ke semua 

kalangan. Sosialisasi dilaksanakan hanya berfokus di Lembaga 

Permasyarakatan tidak ke lingkungan masyarakat.11 Perbedaan 

penelitian ini pertama, lokasi penelitian. Kedua, terletak pada aspek 

permasalahan yang dikaji. Pada penelitian ini penulis menggunakan 

 
10 Yeni Cahyati, “Implementasi Kebijakan Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat 

Miskin di Kota Palembang”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, 

2018. 
11 Ibid, hlm.7 
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aspek hukum islam dengan dipadukan teori hukum gustav radbruch 

karena penulis merasa kebijakan yang diterapkan pemerintah kota 

tasikmalaya kurang sosialisasi kepada masyarakat. Hasil penelitian 

Yeni Cahyati memberikan saran agar implementasi Kebijakan 

Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat miskin di Kota 

Palembang dapat berjalan dengan baik, maka sebaiknya dilengkapi 

Standar Operasional Prosedur sehingga pendampingan bisa 

dilaksanakan secara prosedur, serta perlu diupayakan adanya 

peningkatan anggaran untuk penerima bantuan hukum, dan harus 

adanya penyuluhan hukum di lingkungan masyarakat. 

Ketiga, jurnal yang berjudul “Optimalisasi Pelayanan 

Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin”12 oleh Ahyar Ari Gayo 

penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa masih banyak 

masyarakat miskin yang bermasalah dengan hukum belum 

mendapatkan keadilan melalui pemberian bantuan hukum 

dikarenakan masih kecilnya anggaran perkasus yang 

diberikan kepada organisasi bantuan hukum, berbelit-belitnya 

mekanisme, prosedur, kurangnya sosialisasi dan belum adanya 

standar pedoman sebagai acuan yang lengkap bagi pihak-pihak 

yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan bantuan hukum 

bagi masyarakat miskin. Perbedaan penelitian ini dengan penulis 

 

12 http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.409-434 diakses pada tanggal 14 Apr. pukul 

16:33 

http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.409-434
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terletak pada teori yang dikaji. Pada skripsi ini penulis 

menggunakan kajian hukum islam sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Ahyar Ari Gayo berdasarkan pada penelitian hukum 

normatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan meneliti dan 

menganalisa bahan-bahan hukum dan isu-isu hukum yang terkait 

dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum dilakukan 

untuk memecahkan persoalan yang timbul, sedangkan hasil yang 

akan dicapai adalah berupa gambaran mengenai apa yang harus 

dilakukan dalam menjawab permasalahan tersebut. Penelitian ini 

menemukan problem yang menyebabkan belum optimalnya 

pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin disebabkan 

masih kecilnya anggaran setiap pendampingan perkasusnya, masih 

sedikitnya Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi serta 

belum adanya standarisasi pedoman pelaksanaan pemberian 

layanan bantuan hukum, sehingga menyarankan kepada pemerintah 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar segera 

mengeluarkan Standarisasi Pedoman Pelayan Bantuan Hukum 

sebagai acuan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan 

pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. 

Keempat, skripsi yang berjudul “Implementasi Pemberian 

Bantuan Hukum cuma-cuma (Pro Bono Publico) dalam Perkara 

Pidana di Kota Medan Ditinjau Berdasarkan Undang-undang 

Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Studi di Lembaga 
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Bantuan Hukum Medan)”13 oleh Cynthia Wirawan. Pada 

penelitiannya ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada 

masyarakat luas mengenai keberadaan bantuan hukum Cuma-

Cuma di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin 

penghargaan terhadap hak untuk memperoleh keadilan dan 

persamaan di muka hukum. Namun, dalam prakteknya, akses untuk 

memperoleh keadilan dan persamaan di muka hukum belum merata 

bagi semua golongan, khususnya bagi rakyat miskin atau tidak 

mampu. Seringkali, sewaktu berhadapan dengan hukum, hak-hak 

bagi tersangka/terdakwa tidak mampu terpenuhi dengan baik, 

terutama hak untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-

cuma (pro bono publico).14 Berdasarkan hal tersebut, batasan 

masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah 

bagaimanakah keberadaan bantuan hukum di Indonesia, 

bagaimanakah pengaturan mengenai bantuan hukum dalam 

beberapa peraturan yang pernah dan masih berlaku di Indonesia, 

dan bagaimanakah implementasi pemberian bantuan hukum cuma-

cuma (pro bono publico) dalam perkara pidana di Kota Medan 

ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 

Tentang Bantuan Hukum berdasarkan studi di Lembaga Bantuan 

 
13 Cynthia Wirawan, “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Pro Bono 

Publico) dalam Perkara Pidana di Kota Medan ditinjau berdasarkan Undang-undang Nomor 16 

Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Studi di Lembaga Bantuan Hukum Medan)”. Skripsi pada 

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan 2014. 
14 Ibid,.hlm.11. 
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Hukum Medan. penelitian yang didasarkan dengan studi 

kepustakaan, dan metode penelitian empiris, yaitu penelitian yang 

mendasarkan pada kenyataan- kenyataan yang ada dalam 

masyarakat dengan teknik wawancara. Perbedaan penelitian yang 

dilakukan oleh cynthia dengan penelitian skripsi ini terletak pada 

permasalahan yang dikaji dengan menggunakan analisis hukum 

islam penulis disini bermaksud mengkaji seperti apa kebijakan 

pemerintah dalam pandangan hukum islam, seperti apa konsep 

keadilan dalam perspektif maqashid syari’ah mengenai pelayanan 

bantuan hukum. 

E. Kerangka Teoritik 

1. Teori Maqashid Syari’ah 

 

Maqashid syari’ah adalah tujuan-tujuan atau 

prinsip-prinsip utama yang ingin dicapai oleh syariat Islam 

dalam rangka mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) bagi 

umat manusia di dunia dan akhirat. Dalam implementasinya 

maqashid syari’ah bertujuan untuk menjaga dan 

melindungi hal-hal fundamental dalam kehidupan 

manusia.15 Jasser Auda mengartikan maqashid pada empat 

makna. Pertama, hikmah dibalik suatu hukum. Kedua, 

tujuan akhir yang baik yang hendak dicapai oleh hukum. 

Ketiga, kelompok tujuan ilahiyah dan konsep moral yang 

 
15 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syari’ah, alih bahasa 

Rosidin dan Ali’ Abd el-Mun’im, cet. Ke-1 (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm.32-33. 
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menjadi basis dari hukum. Keempat, masalih. Dalam 

konsep maqashid yang ditawarkan oleh Jasser Auda, nilai 

dan prinsip kemanusiaan menjadi pokok paling utama.16  

Ada enam fitur sistem yang dioptimalkan Jasser 

Auda sebagai pisau analisis untuk mengembangkan 

maqᾱṣhid syari’ah klasik untuk konteks kontemporer, yaitu 

dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan (cognition), 

kemenyeluruhan (wholeness), keterbukaan (oppenes), 

hierarki berpikir yang saling mempengaruhi (interrelated 

hierarchy), berpikir keagamaan yang melibatkan dimensi 

(multidimensionality), dan kebermaksudan 

(semipermeable) dan berhubungan antara satu dan lainnya, 

sehingga membentuk keutuhan sistem berpikir. Jasser Auda 

menempatkan Maqᾱṣhid Syari’ah sebagai prinsip mendasar 

dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam 

kontemporer yang dia gaungkan. Mengingat efectivitas 

sistem hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian 

Maqᾱṣhid Syari’ah-nya. Dengan kata lain, sejauh mana 

tingkat problem solving-nya terhadap permasalahan 

tertentu: apakah lebih efektif, lebih berdaya guna dan lebih 

membawa manfaat yang besar bagi umat dan Kepastian 

 
16 G. N. Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, “Konsep Maqashid al-Syariah dalam 

Menentukan Hukum Islam,” Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol.1, No.1 

(Desember 2014), hlm.56. 
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hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan 

struktur dari norma hukum itu sendiri yaitu, kejelasan 

konsep yang digunakan, kejelasan kewenangan dari 

lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-

undangan, adanya konsistensi norma hukum perundang-

undangan dan kesesuaian dengan konstitusi.17 

2. Teori Hukum Gustav Radbruch 

Teori hukum yang dikemukakan oleh Gustav 

sejatinya berpusat pada tiga nilai fundamental, yaitu Asas 

kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, 

berikut penjelasannya. 

Legal certainty principle (asas kepastian hukum) 

merupakan asas yang dikenal secara umum dan sifatnya 

universal di setiap negara. karena pada dasarnya asas 

kepastian hukum yang diatur dalam regulasi ataupun tidak 

dalam peraturan perundang-undangan pasti mengikat, pada 

umumnya asas merupakan landasan fundamental dalam 

menyelesaikan problematika hukum yang timbul. Sehingga 

asas kepastian hukum adalah sebagai asas di suatu negara 

hukum yang memposisikan hukum sebagai landasan dalam 

setiap pelaksanaan hukum dan kebijakan. Legal certainty 

tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan yang subyektif dan 

 
17 Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2017), hlm. 127. 



18  

 

menunjukkan kepada konsistensi, pemberlakuan hukum 

yang pasti, tetap, mengikat, dan konsekuen.18 Implementasi 

dari penegakkan dan melaksanakan hukum adanya 

kepastian hukum. Bagir Manan menguraikan bahwa ada 

lima faktor yang mempengaruhi kepastian hukum, yaitu: 

peraturan perundang-undangan, proses peradilan, 

pelayanan birokrasi, gangguan sosial, dan gangguan politik. 

Ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya 

berkaitan dengan masalah hukum, melainkan juga berkaitan 

dengan masalah sosial dan kekuasaan. Kepastian hukum 

merujuk pada adanya perilaku dan skenario yang umum dan 

mengikat, memastikan bahwa jaminan hukum dijalankan, 

serta menjaga harmoni antara negara dan rakyat. Keadilan 

bersifat subjektif, namun tidak menghilangkan perbedaan, 

dijaga melalui instrumen hukum yang positif dan jelas, yang 

tidak menimbulkan tafsiran ganda atau kontradiktif, dan 

dapat dilaksanakan dengan baik. Semua ini harus 

diterapkan secara tegas di masyarakat.19  

Keadilan hukum adalah prinsip dasar dalam sistem 

hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua 

individu diperlakukan secara adil, setara, dan tidak 

 
18 Raimond FL, ‘Penegakkan Hukum’, Dalam Artikel Manadapos, 18:06 (2007), hlm. 1. 
19 Margono, Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 117-118. 
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diskriminatif di depan hukum. Keadilan hukum mengacu 

pada penerapan aturan hukum yang objektif dan konsisten, 

tanpa memandang status sosial, kekayaan, agama, suku, 

atau latar belakang individu. Adapun prinsip-prinsip 

keadilan hukum adalah persamaan di depan hukum, 

imparsialitas, proporsionalitas, akses terhadap keadilan. 

Asas keadilan ini pada dasarnya, harus berpijak terhadap 

setiap aturan hukum yang mengatur kehidupan manusia 

harus memenuhi unsur keadilan supaya tidak menyebabkan 

aturan bersifat kaku dan rigid. Ketika hukum ditemukan 

seperti demikian lazimnya seorang hakim sebagai tafsir 

konstitusi berhak kemudian berkewajiban memberi tafsir 

dan memperjelas terhadap uji materiil undang-undang, 

sehingga peristiwa-peristiwa hukum tidak multitafsir dan 

lebih konkret. Secara konsepsional pemenuhan keadilan 

dalam suatu peraturan perundangan-undangan merupakan 

hak dan kewajiban yang harus dimiliki bersama untuk 

menentukan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara.20  

Asas kemanfaatan dalam konteks ini merujuk pada 

fungsi hukum untuk mencapai tujuan sosial yang 

bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Hukum 

 
20 Sipghotulloh Mujaddidi, "Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam 

Putusan Mahkamah Konstitusi", Jurnal Konstitusi, Vol. 18: 3 (2022), hlm. 539. 
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tidak hanya bertugas untuk mengatur kehidupan, tetapi juga 

harus memberikan manfaat nyata bagi individu dan 

komunitas. Kemanfaatan dalam hukum berarti hukum harus 

dirancang dan diterapkan untuk meningkatkan 

kesejahteraan, kebahagiaan, dan kebutuhan masyarakat. 

Penjelasan Asas Kemanfaatan hukum harus 

mempertimbangkan efek atau konsekuensi dari 

penerapannya, aturan hukum harus relevan dengan situasi 

dan kondisi sosial yang dihadapi masyarakat, dan hukum 

yang bermanfaat adalah hukum yang dapat menyelesaikan 

masalah dan mendorong terciptanya tatanan kehidupan 

yang lebih baik. Namun, jika terjadi konflik antara asas-asas 

tersebut, Radbruch berpendapat bahwa keadilan harus 

menjadi prioritas utama. Dengan demikian, asas 

kemanfaatan harus tetap selaras dengan prinsip keadilan, 

bukan sekadar memberikan manfaat yang bersifat 

pragmatis tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moral dan 

etika. 

Kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan 

mempunyai tujuan untuk menjaga ketertiban atau 

keteraturan suatu negara. Menurut Gustav Radbruch, Ketiga 

asas tersebut sebagai sistem hukum yang terdokumentasi 

yang mengatur segala kepentingan masyarakat yang harus 
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dihormati secara bersama-sama.21 Dengan tercapainya 

tujuan hukum tersebut, hukum memiliki peran dalam 

mendistribusikan hak dan kewajiban antara individu dalam 

masyarakat, membagikan otoritas, serta mengatur metode 

penyelesaian masalah hukum dan memastikan keadilan, 

kemanfaatan dan kepastian hukum.22  

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mengetahui 

proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara 

sistematis, sehingga bisa memecahkan permasalahan dengan 

mengumpulkan data yang valid, tujuannya untuk mengetahui, 

memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.23  

1. Jenis Penelitian 

 

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan 

(field research), yaitu dengan mencari dan mengumpulkan 

data-data yang diperoleh secara langsung dilapangan. 

Karena penelitian yang dilakukan memberikan fakta-fakta 

secara sistematis dan akurat mengenai keadaan obyek yang 

diteliti. Dengan demikian hasil dari penelitian tersebut 

adalah gambaran secara obyektif mengenai keadaan yang 

 
21 Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, (Yogyakarta: Kanisius, 

1982), hlm. 165. 
22 Sudikno Mertokusomo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 

2003), hlm. 77. 
23 Joanedi Efendi, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Edisi Kedua, 

(Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 3. 
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sebenarnya dari obyek yang diteliti.24
  

2. Sifat Penelitian 

 

Penelitian bersifat deskriptif-analitis, yaitu 

penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai 

dengan fakta kemudian data-data tersebut disusun, diolah, 

dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai 

masalah yang ada.25  

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu 

yuridis- empiris. Pendekatan yuridis pada penelitian ini 

dengan menganalisis naskah akademik dan Peraturan 

Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018 Tentang 

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin 

di daerah Kota Tasikmalaya. Sedangkan pendekatan 

empiris dilakukan dengan melihat penerapannya dalam 

perspektif maqashid syari’ah dan teori hukum Gustav 

Radbruch. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

 

Data yang dicari pada penelitian ini adalah tentang 

analisis implementasi kebijakan penyelenggaraan bantuan 

hukum bagi masyarakat miskin perspektif maqashid 

 
24 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2010), 

hlm.164. 
25 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Cv.Alfabeta, 2008), hlm.105 
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syari’ah. Adapun data tersebut dicari dalam beberapa 

metode pengumpulan data, antara lain: 

a. Wawancara (interview) 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data 

yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh 

keterangan- keterangan lisan melalui percakapan 

dan berhadapan muka dengan orang yang 

memberikan keterangan kepada si peneliti.26 Jenis 

wawancara yang digunakan adalah wawancara 

bebas terpimpin yaitu penulis bebas melakukan 

wawancara dengan tetap berpijak pada catatan-

catatan mengenai pokok-pokok yang akan 

ditanyakan. Wawancara yang diperoleh yaitu dari 

Iyan Sukmana Staf ahli bidang kemasyarakatan dan 

SDM pemerintah kota tasikmalaya, Dr. Andi Ibnu 

Hadi, S.H., M.H. ketua Peradi kota Tasikmalaya, 

Cecep Saepul Milah, M.H. sekretaris pusat studi 

bantuan hukum (PSBH), tokoh Masyarakat dan 

warga sekitar termasuk kasus yang terjadi 

dilingkungan penulis serta perangkat yang terkait 

dengan penelitian ini. 

b. Observasi 

 

 
26 Mardalis, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 64. 
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Teknik observasi yaitu pengamatan dan 

pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang 

tampak pada obyek penelitian. Observasi dilakukan 

oleh penulis dengan cara melihat langsung 

bagaimana pemerintah menerapkan Peraturan 

Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang 

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat 

Miskin di Kota Tasikmalaya. Observasi dilakukan di 

Kelurahan Cikalang Kecamatan Tawang Kota 

Tasikmalaya. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan oleh penulis dengan 

cara menyelidiki data-data tertulis, seperti buku, 

majalah, dokumentasi, peraturan-peraturan tertulis, 

notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.27 

Disini penulis bermaksud mengumpulkan 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

d. Kepustakaan 

Data Kepustakaan dilakukan oleh penulis 

untuk menelaah jurnal-jurnal, buku, skripsi, tesis 

serta karya tulis ilmiah lainnya yang relevan dengan 

 
27 Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

1994), hlm. 34. 
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permasalahan yang diteliti 

5. Metode Analisis Data 

 

Tahapan ini sangat penting untuk menentukan 

keberhasilan setiap penelitian, karena analisis data adalah 

merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi 

bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan 

analisis data konstruksi.28 Setelah semua data yang 

diperlukan terkumpul, selanjutnya dianalisis data secara 

kualitatif dengan metode deduktif yaitu cara berfikir untuk 

menarik kesimpulan yang diambil dari suatu kaidah atau 

pendapat yang umum menuju suatu pendapat yang 

khusus.29  

G. Sistematika Pembahasan 

 

Sistematika pembahasan dibagi kedalam beberapa bab yang 

memiliki sub bab tertentu. Sistematika pembahasan dapat 

mempermudah pembaca dalam memahami alur penelitian, maka 

penulis membuat secara sistematika penelitian ini dan membaginya 

dalam beberapa bab yang diantaranya sebagai berikut. 

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang memberikan 

gambaran umum atau latar belakang tentang tema penelitian yang 

diangkat. Bagian pendahuluan terdiri dari; Latar belakang, 

Rumusan masalah,Tujuan dan kegunaan penelitian, Telaah 

 
28 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 252. 
29 Sutrisno Hadi, Metode Research, cet. 21, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1989), hlm. 36 – 37. 
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pustaka, kerangka teori, Metode penelitian, Sistematika 

pembahasan. 

Bab Kedua, menjelaskan tentang Maqashid Syari’ah 

meliputi Pemikiran Tokoh, Ruang Lingkup, dan Landasan. 

Kemudian menjelaskan tentang asas penegakkan Hukum yang 

meliputi asas kemanfaatan, asas kepastian, dan asas keadilan. 

Bab Ketiga, menjelaskan mengenai gambaran umum Kota 

Tasikmalaya, kemudian pembahasan mengenai Peraturan Daerah 

Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018, tujuan, dan faktor-faktor 

dikeluarkannya Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan 

bantuan hukum bagi masyarakat miskin, dan penerapannya di 

lapangan. 

Bab Keempat, merupakan analisis maqᾱṣhid syari’ah dan 

asas kemanfaatan, asas kepastian, dan asas keadilan terhadap 

pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya dalam 

penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota 

Tasikmalaya. 

Bab Kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan 

dan saran. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah yang 

telah ditentukan serta poin-poin penting dari penelitian tersebut. 

Sedangkan saran adalah rekomendasi berupa tanggapan dari 

penulis terkait hasil penelitian. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan penelitian (skripsi) yang dilakukan oleh peneliti, 

maka terdapat point-point penting yang perlu ditemukan dalam 

kesimpulan, yaitu: 

1. Bahwa dalam implementasi bantuan hukum menurut 

perspektif maqashid syari’ah dalam tataran implementasinya 

masih jauh dari tujuan hukum syara’ dengan memperhatikan 

pelestarian agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Kendati 

demikian, peraturan daerah tentang penyelenggaraan bantuan 

hukum bagi masyarakat miskin masih belum dilaksanakan 

dengan sukarela atau bantuan hukum yang sifatnya nonlitigasi 

oleh Lembaga bantuan Hukum (LBH), sehingga 

mengakibatkan masyarakat yang awam terhadap hukum, 

kemudian LBH dan aparat masih acuh dalam menangani kasus 

hukum yang mengakibatkan intimidasi terhadap para korban, 

sehingga korban merasa dirugikan hak konstitusionalitasnya. 

Bahkan aparat penegak hukum dan Lembaga bantuan hukum 

masih fokus terhadap biaya untuk menyelesaikan kasus hukum 

yang ada, padahal pemerintah daerah telah mengalokasikan 

dana APBD kepada pemberi bantuan hukum (LBH). 
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2. Apabila ditinjau dari asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan Perda 

No. 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi 

Masyarakat Miskin. Masih bertolak belakang dengan teori hukum yang 

digaungkan oleh Gustav Radbruch. Pada keadilan hukum, hak dan 

kewajiban dalam melakukan bantuan hukum masih belum terpenuhi dan 

tidak seimbang. Pada aspek kepastian hukum perlu ada formulasi dan 

rekonstruksi dari pemerintah daerah terhadap LBH supaya bantuan hukum 

berjalan sesuai norma yang berlaku. Sedangkan pada kemanfaatan UU a quo 

masih belum dirasakan oleh lapisan masyarakat karena ketidakpedulian 

LBH terhadap masyarakat Miskin masih dianggap hal yang biasa-biasa saja. 

Berdasarkan penjelasan atas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan berperan 

signifikan untuk menunjang penegakan norma hukum dalam pemberian 

bantuan hukum bagi masyarakat miskin. 

B. Rekomendasi Kajian 

Setelah mengkritisi, menganalisa, dan memahami 

Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemberian 

Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. 

1. Pemerintah Daerah mestinya mengingat dampak yang 

signifikan bagi kehidupan masyarakat Kota Tasikmalaya, 

khususnya dalam memberikan bantuan hukum yang dilakukan 

oleh lembaga Bantuan Hukum. 

2. Perlu diadakannya rekonstruksi aturan untuk mewujudkan 

formulasi antara pemerintah daerah dan Lembaga Bantuan 

Hukum. 
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3. Pemerintah Daerah harus melakukan kontroling terhadap 

Lembaga Bantuan Hukum supaya dalam tataran 

implementasinya terwujud. 

4. Diperlukan perhatian secara serius dalam menangani kasus 

hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat supaya 

memberikan kedudukan yang sama di depan hukum. 

C. Saran Penelitian 

Bahwa dalam penelitian hukum (skripsi) ini, peneliti 

mengorientasikan terhadap penelitian hukum field research yang 

berpijak pada pendekatan yuridis- sosiologis. Maka dirasa perlu untuk 

ditindaklanjuti secara ilmiah kemudian dikorelasikan dengan teori-

teori yang relavan guna menilai dan mengevaluasi kembali terkait 

penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, sehingga 

dapat memperkuat argumentasi ihwal urgensinya UU a quo yang 

realitanya sekarang masih belum dilaksanakan secara optimal. 
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